
A. Latar Bclakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Sejak awal herdirinya negara Indonesia hak pekerjaan yang layak sudah 

ditetapkan sebagai hak asasi manusia warga negara yang secara khusus telah 

dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusional 

negara ini. Negara, telah mengatur mengenai pekerjaan untuk warga negaranya 

yaitu di dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal27 ayat 2juga disebutkan yaitu: 

"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan " 

Di awal kemerdekaan Republik Indonesia menitikberatkan pada sektor 

perl<mian dalam membuka lupangun kerja. Zaman lcrus bcrkcmbang dan 

Indonesia dalam mensejajarkan dengan negara-negara ASEAN lainnya membuka 

investor using unluk lurut scrta mclwmtmkun modulnyu di bid:mg industri. 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya 

untuk meningkatkan harkat, marta bat, dan harga diri tenaga kerj a serta 

Pemutusan Hubungan..., Gayatno, Fakultas Hukum 2008



2 

mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil 

maupun spiritual. 

Pemhangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehinggu 

terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan 

pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang 

kondusil' bugi pcngcmlnmgu11 duniu usnhn. 

Menciptakan masyarakat industri di dalam globalisasi ekonomi 

dibutuhkan beberapa persyaratan yang baik dan tidak mudah untuk 

melaksanakannya misalnya; adanya jaminan keamanan, adanya suatu kepastian 

hukum yang efesien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang teijadi dalam 

dunia industri. 

Masalah perburuhan dari dahulu hingga saat ini selalu menjadi perhatian 

di Indonesia. Kesenjangan hubungan antara buruh dan pengusaha menjadi salah 

satu ')ebabnya. Pengusaha sebagai pihak yang kuat tak jarang mengganggap buruh 

Sl:h<lgai "alat" oalam kcgiutan produksi. Sementara itu buruh sebagai pihak yang 

lemah, mau tidak mau lebih banyak mematuhi peraturan pengusaha (penguasa). 

Posisi buruh sebagai pihak yang lemah dilatarbelakangi oleh keadaan 

sulitnya mencari pekeijaan, tingkat pendidikan yang rendah serta terdesak oleh 

kebutuhan ekonomi yang tinggi membuat buruh berada dalam pilihan yang sulit, 

sehingga buruh lebih sering menerima keputusan pengusaha. 
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Kehidupan perburuhan dalam suatu perusahaan baik barang maupun jasa, 

dimulai dengan suatu pcrjanjian antara seorang pencari kerja yang berjanji 

mengikatkan diri w1tuk bekcrja dcngan menerima upah pada d'm clibnwah 

perintah pemberi ket:ja I pengusaha yang berjanji mengikatkan diri pula untuk 

mempcke~jakannya dcngan mcmbcri upah. Dari pe~janjian kerja tersebut 

timbulla.h hubungun kt;rja c:mtara buruh dun perusahaan ytmg sdanjutnyu 

menimbulkan hubungan perburuhan dalam segala macam aspeknya Salah 

satunya adalah mengenai tindakan Pemutusan Hubw1gan Kerja (PHK) yang dapat 

dilnkukan olch pihuk pcngusaha kepada burulmya. 

Bagi burub, terjadinya PHK berarti awal dari kesengsaraan. Terlebih bagi 

buruh yang mcnggantungkan mata pencahariannya hanya dari pcketjaan terscbut, 

karena buruh hams mencari pekerjaan baru, ditambah jika buruh itu 

berpcndidikan rendah dan di tempat kerja sebclwnnya ia telah mcmpunyai masa 

ketja yang lama, sehingga mencari peket:iaan semakin sulit. Walaupun diterima 

bekerja, g~jinya kemungkinan bcsar lebih rendah dnri tempat kerjanya yang lama. 

Terminologi pemutusun hubungn kcrja (PHK) sudah demikian 

populemya. Rambu-rambu pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut telah 

mengalami perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan 

tcrakhir dcngun Undang-Und<mg Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketcnagakcrjaan. 

Pcm1asalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) diatur dalam Undang­

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut diatur sacara khusus dalam Bah XII yang 
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dimulai dari pasal 150 hingga pasal 172. Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003, peraturan pemutusan hubungan ker:ja (PHK) diberlakukan 

sccara luas yang tidak hanya mencakup pemutusan hubw1gan kerja (PHK) suatu 

perseroan terbatas, tetapi juga mencakup setiap badan usaha, baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak berbadan hukum; badan usaha milik orang 

perseonmgan, milik persekutuan, atau milik badan hukwn, baik milik swasta 

maupun milik Negara, ataupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang 

mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah 

atau imbalan dalarn bentuk lain. 

Di antara jenis-jenis pemutusan hubungan kerja yang diatur dalarn 

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Pemutusan 

yang disebabkan dialihkannya saharn perusahaan ke perusahaan lainnya yang 

biasa dikenal dengan istilah perubahan status kepemilikan, hal ini dapat dilihat 

dalam ketentuan pasal 163 (2) Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang 

Kctenagaker:jaan yang berbunyi. yaitu: 

" Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan 

perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerjalburuh 

diperusahaannya, maka pekerja/ buruh berhak atas uang peangon 

sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa 
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kcrja 1 (satu) kali kctcntuan dalam Pusal 156 ayut 3, dun uilllg 

penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat 4". 

P1·mutusan hubungan kcrja yang dilakukan oleh PT. l3ukit l3aja l3uana 

adalah perselisihan yang ditimbulkan oleh karena ketidakspahaman I kesesuaian 

penclapat mengenai pengkhiran hubungan kerja yang dilakukan satu pihak. 

Tunpa udanyu sosialisasi dan p~.:mbcritu.hutul kopudu pckot:iu hulk soctll'll 

individu maupun melalui serikat pekerja, jelaslah tindakan pengusaha adalah 

salah. Tindakan-tindakan yang menyebabkan bubamya perusahaan dan tidak 

adanya kepastian status penyelesaian pembayaran hak-hak normative para pekerja 

sdama bckc1ja. 

Pengusaha dalam hal membuat usulan rencana pengalihan saham dan 

perubahan status seharusnya memuat cara penyelesaian status karyawan yang 

diatur dalam pasal 125 ayat 6 Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang 

Perseroan Terbatas, tapi hal itu yang tidak dilakukan oleh perusahaan. 

Pcrusahaan haru yang tclah mclakukan transaksi jual-bcli alas saham PT. 

Bukit Baja Buana dengan sengaja tidak memberitahukan atau melibatkan para 

pekerja perihal adanya rencana pengalihan saham atau perubahan status 

perusahaan, tindakan ini secara nyata telah menyebabkan tidak adanya kejelasan 

status penyelesaian hak-hak pekerja di perusahaan yang sengaja sahamnya 

dialihkan dan perubahan nama perusahaan, karena pemsahaan bam berusaha 

menghindar dari kewajiban untuk membayar hak-hak dari peketja tersebut. 
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Kuasa hukum para pekerja, mengajukan penyelesaian permasalahan ini 

harus dilakukan melalui metode Restart (penghitungan masa kerja awal) dengan 

tcrlcbih dahulu ada pcrhitungan dc.m pcmbuyarun ntns huk-hak pckcrju selmna 

bekerja di PT. Bukit Baja Buana karena tidak ada Kornpromi dari pengusaha 

tentang masalah perubahan pemegang saham yang baru dan para pekeija melalui 

kuasa hukum serikat peke1ja tidak nwngakui mcmiliki huhungun ko1j11 dc- ngun 

perusahaan baru tersebut. 

Para pekeija baik melalui perwakilarmya maupun melalui serikat pekerja 

perusahaan sudah berkali-kali menyampaikun dan mempertanyakan kepada 

perusahaan mengenai bagaimana kejelasan status penyelesaian dan pembayaran 

hak-hak pekeija sebagai karyawan yang telah bekerja selama puluhan tahun dan 

beijasa dalam membangun serta membesarkan perusahaan yang telah saharnnya 

dialihkan oleh perusahaan ke perusahaan lain. Para pekcrja merasa berhak atas 

seluruh hak-hak normatif dan segala jaminan hak yang selama ini diberikan oleh 

pcrusahaan lama karena kondisi perusahaan yang tutup bukan karena rugi atau 

dalam keadaan pailit tetapi perusahaan yang dialihkan sahamnya dalam keadaan 

perusahaan beijalan dan berproduksi baik. 

Pekeija berupaya melakukan upaya hukum dengan cara mediasi yang 

dihk:ukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Bekasi, namun tidak 

direspon dan ditanggapi secara baik oleh perusahaan, bahkan perusahaan 
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mcncoba mengalihkan pennasalahan tentang status penyelesaiilll dan pembayaran 

hnk -Jmk l"lfll\:l(if" J)Unl pciH.'Ijll IIIC'I\jUdi pOnl\UI'IGltthUI\ t\krii ln~)~llk kcc:in. 

Adanya aksi mogok kerja yang dilakukan para pekerja adalah sebagai 

akibat dari tidak adanya tanggapan atau respon terdahulu dari perusahaan 

tcrhadnp tuntutan dari padn pckcrja, scmentara dalam situasi bclum adanya 

kepastian penydcsaian status dan pembayaran hak-hak normatif pekerja ternyata 

ncrusahaan mclakukan hal-hal yang mercsahkan pckerja antam lain : 

a Pengurangan gaj i terhadap pekerja secara sepihak 

b. Pengusiran pekerja dari lokasi pabri.k perusahaan 

c. Merekrut tenaga kerja yang baru untuk mengganti posisi-posisi para pekerja 

yang sedang menuntut haknya 

d. Pembukaan Jowongan kerja untuk posisi-posisi yang dijabat oleh para pekerja 

lama baik dimedia cctak dan elektronik tentang lowongan kerja 

c. Pcmutusan Hubungan Kerja tcrhadap 20 orang 

/\pabiln sdcluh peruhahan status kcpemilikan ~ah.am tcrnyata pcngusaha 

baru justru tidak mau melanjutkan hubtmgan kerja dengan pekerja/buruh maka 

terjadilah pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh pengusaha1
• 

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis memberi judul skripsi ini menjadi 

pemut11san hubungan kcrja yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya 

Jehani Libertus, Hak-hak Pekerja, VisiMedia, Jakarta 2006, hal 32 
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dialihkan dan perusahaan yang bcrubah nama menurut pasal 163 ayat 2 Undang­

Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

B. Perumusan Masalah 

Pada penulisan ini penulis membuat suatu rumusan dan pembatasan 

rnasalah. agar skripsi ini dapat mcm.:apai kctcpnlan dulam pcmhuhmmn. l'cnuli1l 

membatasi menjadi 2 pokok permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana hak-hak karyawan yang telah diputuskan hubungan 

kerjanya sehubungan dialihkannya saham yang kemudian terjadinya 

perubahan nama perusahaan menurut ketentuan pasal 163 (2) Undang 

- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan? 

2. Mengapa perusahaan pengalih tidak mau membayar hak-hak tenaga 

kerja yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan 

pengalih tersebut? 

C. Tujunn dun Mnnfnnt l,cnclitiun 

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang hendak 

dicapai serta disampaikan oleh penulis. Adapun tujuan manfaat dapat diuraikan 

sebagai berikut : 
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I. Tujuan Pcnclitian 

a. Untuk mcngctahui haguimuna hak-hak karyuwan yang schurusnyu 

diterima oleh pekerja yang di PHK karena pengambil alihan saham 

sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku 

h . { Jntuk mcngctahui mcngapu ulusan pcrusahaan tcrscbut, menolak 

pcmbcri<m hak-hak yang seharusnya diterima pekerja 

2. Manfaat Penelitian 

a. Segi teoritis 

1. Untuk memberikan informasi dan pandangan-pandangan yang berkaitan 

dengan hukum perburuhan khususnya mengenai pemutusan hubungan 

kerja yang terjadi akibat adanya peristiwa perubahan status, peleburan, 

penggabungan diantara dua perusahaan. 

2. Memberikan bahan masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan 

hukum di Indonesia antara lain mengenai perbandingan antar produk 

llukum yang dipl'rgunakan dulam scngkda pcrhuruhun dinmnu pudu :-nut 

ini terjadi banyak tumpang tindih antara satu dan lainnya sehingga di 

dalam prakteknya sering terjadi perbedaan interprestasi karena 

bcrpcdoman pada landasan hukum yang bcrbeda. 

b. Segi praktis 

1) Memberi sumbangan pemikiran terhadap perusahaan yang ingin 

melakukan peristiwa perubahan status, pengalihan status 
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kepemilikan perusahaan agar memperhatikan hak-hak pekerja sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Dan diharapkan dengan penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai input (masukan) untuk dapat memberikan 

perlindungan kepada pekerja, melalui pelaksanaan ketentuan 

pcraturan perundang-undangan. 

2) Memberi sumbangan pemikiran Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai laporan 

evaluasi mengenat pelaksanaan ketentwm dalam pcraturan 

perundangan khususnya yang berkaitan kew<~iban pengusaha yang 

ingin melakukan peristiwa perubahan status, pengalihan status 

kepemilikan perusahaan dan sebagai peningkatan kinerja Dinas 

Tenaga Kerja dalam tugasnya untuk melakukan pengawasan dan 

penegakan peraturan ketenagakerjaan. 

3) Untuk memperoleh salah satu syarat gelar kesarjanaan dalam bidang 

llukum di Fakultas llukum Universitas Bhayangkara Jukarta Raya. 
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